
SALINAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEDIAMAN GUBERNUR

TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas pengamanan
Gubernur, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan
bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas di
maksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Gubemur;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Irian Barat (kmbaran Negara Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagr Provinsi Papua
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Talrun 2022 tettang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 Perubahan Nama
Provinsi lrian Barat menjadi Irial Jaya (Lembaran Negara
Tahun 1973 Nomor 9);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tenta-ng
Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai,
Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II
Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3648);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dal Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
tsTl;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O20 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Surat Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Nomor :

OOO.2.IO.1/319/PPT Perihal : Permohonan Pembuatan SK
Tanggal 29 Maret 2O22;

MEMUTUSKAN:

Memberikan Tambahan Penghasitan berdasarkan Beban Kerja
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kediaman Gubemur
Papua Tengah.

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU diberikan kepada :

a. IPDA Melki Nelis Giyai
b. IPDA Hendrik Rumpumbo, SH
c. IPDA Bogi Transtanto
d. BRIPKA.Jhon Arief Numberi
e. BRIPKA Amstrong M Rumpumbo
f. BRIPKA Bcngky Stive Womsiwor
g. AIPDA Yan Pigay

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU diberikarl setiap bulan sebesar Rp.5-OO0.OOO,- (lima juta
rupiah).

Segala braya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung tanggal I Januari 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Mei 2023

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
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Menteri Dalam Ne
Kepala Biro Huku

di Jakarta
mK enterian Dalam Negeri di Jakarta;

INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersangkutan.


